BAB III

DASAR HUKUM DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM DIREKTORI
PUTUSAN NOMOR 2/PID.SUS-PERIKANAN/2016/PN.JKT.UTR TENTANG
TINDAK PIDANA PENANGKAPAPAN IKAN DENGAN JARING DOGOL

A. Deskripsi Kasus Penangkapan Ikan Dengan Jaring Dogol dalam Direktori
Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Perikanan/2016/PN.Jkt

Dalam skripsi ini, akan di jelaskan bagaimana terungkapnya kasus
penangkapan ikan dengan jaring dogol. Tersangka di dakwakan dengan
dakwaan alternatif oleh jaksa penuntut umum, isi pokok dari deskripsi tindak
pidana penangkapan ikan dengan jaring dogol ini adalah:

Dakwaan pertama, Bahwa terdakwa Rasbun bin Tarnya, pada hari
Selasa tanggal 16 Februari sekira pukul 10.00 WIB pada bulan Februari tahun
2016, bertempat diwilayah perairan laut Cimalaya Karawang pada koordinat
6°1°281°LS-107°37°381°BT atau yang masih termasuk dalam daerah hukum
pengadilan Negeri Karawang sesuai kompetisi absolut pasal 71 ayat (3)
undang-undang RI nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-
undang RI nomor 31 tahun 204 tentang perikanan, maka yang bewenang
memriksa dan mengadili tindak pidana perikanan adalah pengadilan negeri
Jakarta Utara, setiap orang yang memiliki dan/atau mengoprasikan kapal
penangkap ikan berbendera Indonesia dan/atau dilaut lepas, yang tidak

memiliki SIPI (Surat Ijin Penangkapan lkan) sebagimana yang dimaksud
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dalam pasal 27 ayat (1) perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara
sebagai berikut:!

Bermula pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 sekira pukul
10.00 WIB saksi Ade Priadi bin Adikin pada saai itu sedang melakukan patroli
bersama dengan anggota satuan polisi air resor karawang diwilayah perairan
laut Cilamaya Karawang pada koordinat 06°10°281°LS-107°37°381°BT
melihat KM.Sumber Utama yang terbuat dari kayu yang berwarna hijau daun
lis tengah kuning merah hijau mesin yanmar TF 30 PK GT 6 dinahkodai oleh
terdakwa sedang melakukan penangkapn ikan mengunakan alat tangkap ikan
jenis dogol (dainess seins), kemudian saksi Ade Priadi bin Adin bersama
anggota satuan polisi air resort Karawang melakukan pemeriksaan terhadap
KM. Sumber Utama, lalu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) unit jaring
dogol (daines nets) dan 10 (sepuluh) gulung tambang dan dilakukan
pemeriksaan dokumen kapal terhadap terdakwa selaku nahkoda hanya
memperlihatkan pas kecil dan surat keterangan kecakapan 60 mil saja.

Terdakwa dalam mengoprasikan kapal penangkap iakn KM. Sumber
Utama mesin Yanmar TF 3 PK GT 6, tidak memiliki SIPI sebagaimana
dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) vang dikeluarkan oleh pejabat yang
berwenang. Kapal KM. Sumber Utama ukuran 6 GT yang dinahkodai oleh
terdakwa seharusnya memiliki SIUP (surat ijin usaha penangkapan) dan SIPI
(surat ijin penangkapan ikan) sebagiman diterangkan oleh Ir. Dyah AYU

Purwaninggsih, M SI ahli dari dinas periaknan dan kelautan provinsi Jawa

!Berkas Direktori Putusan Nomor 2/. 2/Pid.Sus-Perikanan/2016/PN.Jkt. hal, 4.
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Barat dikarenakan kapal dengan kapasitas 5 GT keatas wajib memiliki STUP
sesuai pasal 26 UU RI tahun 2004 tentang perikanan, dan SIPI sesuia pasal 27
UU RI nomor 31 tahun 204 tentang perikanan.

Dakwaan kedua, bahwa terdakwa Rasbun bin Tarnya, pada hari
Selasa tanggal 16 Februari 2016 sekira pukul 10.00 WIB atau setidak-
tidaknya dalam bulan Februari tahun 2016, bertempat diwilayah perairan laut
Cimalaya Karawang pada koordinat 6°10°281°LS-107°37°381°BT atau yang
masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Karawang sesuai
kompetisi absolut pasal 71 ayat (3) undang-undang RI nomor 45 tahun 2009
tentang perubahan atas undang-undang RI nomor 31 tahun 204 tentang
perikanan, maka yang bewenang memeriksa dan mengadili tindak pidana
perikanan adalah pengadilan negeri Jakarta Utara, setiap orang yang memiliki,
menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat bantu penangkapan ikan
yang menggangu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan dikapal
penangkap ikan diwilayah penggelolaan perikanan Negar Republik Indonesia
sebagaiman dimaksud dalam pasal 9, dimana dilakukan terdakwa dengan cara
sebagi berikut:?

Pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 sekira pukul 10.00 WIB
saksi Ade Priadi bin Adikin pada saat itu sedang melakukan patrolibersama
dengan anggota satuan polisi air resor Karawang diwilayah perairan Cilamaya
Karawang pada koordinat 06°10°218°LS-107°37°381°BT melihat KM. Sumber

Utama yang terbuat dari kayu warna hijau daun lis tengah kuning merah hijau

2 Ibid.hal. 4.
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mesin Yanmar TF 30 PK GT 6 dinahkodai oleh terdakwa sedang melakukan
penangkapan ikan menggunakan alat tangkap ikan jenis dogol (dainess nets)
dengan cara jaring dibuang kelaut sampai dasar selanjutnya ditarik
menggunakan tambang yang di sambungkan ke mesin gardan dengan kondisi
kapal sedang berjlaan.

Alat penangkap ikan yang dipergunakan oleh terdakwa adalah
berjenis dogol yang diatur dalam pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 atas
perubahan undang-undang RI nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan Jo pasal
4 peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 2 tahun 2015 tentang
larangan penggunaan alat penangkapan ikan yang di teengkan oleh Ir. Dyah
Ayu Purwanigsih, M,SI ahli dari dinas perikanan dan kelautan provinsi Jawa
Barat. Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berturut-
turut dalam kasus ini berupa:

1. Keterangan saksi-saksi

a. Ade apriadi bin Adikin saksi adalah sebagai anggota POLRI dan
jabatanya sebagai karit patroli sat polair POLRES Karawang. Saksi
telah memeriksa dan menagkap kapal KM. Sumber Utama 6 GT pada
hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 sekira pukul 10.00 WIB di sekitar
wilayah perairan laut Cilamaya Karawang pada posisi koordinat

06°10°281°LS-107°37°381°BT.
Bahwa KM Sumber Utama diperiksa dan ditangkap karena
melakukan penangkapan ikan tanpa SIPI dan menggunakan alat tangkap

yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan RI. Didalam kapal
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KM. Sumber Utama ditemukan 2 (dua) jaring dogol, 10 (sepuluh)
gulung tambang panjang 80 meter yang telah disita oleh sat air polres
karawang pada tanggal 16 Februari 2016 dimuara kali Ciparage
Karawang. Pada saat dilaukan penangkapan oleh kapal patroli VII-1026,
KM. Sumber Utama memperlihatkan pas kecil dan surat keterangan
kecakapan (60) Mil saja. Nahkoda Km. Sumber Utama adalah terdakwa
Rasbun bin Tarnya denagn jumlah ABK sebanyak 7 (tujuh) orang.

. Saksi Roliyanto bin Suntung saksi adalah anak buah kapal (ABK) KM
Sumber Utama, dengan tugas dan tanggung jawab saksi yaitu
membantu nahkoda kapal untuk menjaring dan menebar jaring jenis
dogol. Sedangakan pemilik kapal KM Sumber Utama adalah Ahmad
Waligrom. Bahwa sepengetahuan saksi dokumen atau surat yang ada
diatas kapal hanya pas kecil dan surat keterangan kecakapan (60 Mil)
dan tidak terdapat SIPI. Bahwa sepengetahuan saksi kapal tersebut
berukuran 6 Gt dan jaring yang digunakan kapal KM Sumber Utama
adalah jaring dogol/cantrang.

Cara kerja jaring dogol yaitu jaring dibuang kelaut sampai dasar
selanjutnya ditarik menggunakan tambang yang disambungkan kemesin
gardan dengan kondisi kapal sedang berjalan. Bagian yang ada di jaring
dogol diantaranya bagian bawah jaring terdapat pelampung, tambang
sepanjang 80 meter, diantara jaring dengan tambang terdapat besi
berbentuk segi tiga bertujuan untuk menenggelamkan jaring kedasar,

dan dikapal terdapat gardan yang berfungsi untuk menarik jaring dogol.
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Jaring bdogol yang digunakan saksi untuk menangkap ikan dilaut
merusak terumbu karang atau ekosistem dilaut karena ikan-ikan dalam
ukuran kecil ikut tertangkap.

. Saksi Mulyoto alias Emul bin Tarnya saksi adalah anak buah kapal pada
KM Suber Utama, sedangkan nahkoda yang membawa kapal KM
Sumber Utama tersebut bernama Rasbun bin Tarnya. Bahwa
sepengetahuan saksi pemilik kapal KM sumber utama adalah Ahmad
Waligrom. Sedangkan alat yang digunakan kapal KM sumber utama
untuk menangkap ikan tersebut berupa jaring dogol/cantrang, gardan
yang fungsinya menarik jaring.

Penangkaanp ikan dilakuka dengan cara berawal dari nahkoda
Rasbun mencari lokasi/tempat yang dituju dan diduga banyak terdapat
ikannya, kemudian ABK yang lain memasang/menaruh pelampung
dilokasitersebut sebagai tanda/batas untuk menyatukan jaring. Setelah
itu memasang tali untuk mengaitkan jaring dan satukan dibatas
pelampung setelah itu baru jaring diturunkan mengikuti tali yang sudah
dipasang setelah disatukan antara satu ujung jaring dengan ujung jaring
yang lainya, kemudian jaring ditarik denagn menggunakan gardan
penarik sampai permukaan air dan setelah sampai permukaan kemudian
jaring ditarik menggunakan tangan selanjutnya mengeluarkan ikan yang
tersangkut/tertangkap dijaring. dengan melakukan penagkapan ikan
dengan menggunakan jaring dogol/cantrang tersebut akan tertangkap

berbagai ukuran ikan sehingga diduga bisa menggangu dan merusak
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kelnjutan sumber daya hayati perairan. saksi mengetahi bahwa
penggunaan jaring dogol/cantrang dilarang oleh pemerintah.
. Keterangan Ahli

Saksi Ir. Dyah Ayu Purwanigsih M.SI adalah pegawai Negeri sipil
pada dinas perikanan dan kelautan Provinsi Jawa Barat. Saksi
menerangkan, diminta penjelasan sebagai ahli dalam dugaan tindak
pidana melakukan penangkapan ikan dengan menggunkan jaring yang
tidak ramah lingkungan dan dilarang sebagai mana dimaksud dalam
pasal 93ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) UU RI No45 Tahun 2009 tentang
perubahan atas UU RI No 31 Tahun 2004 tentang perikanan atau pasal
85 jo pasal 9 ayat (1) UU RI No 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas
UU RI No 31 Tahun 2004 tentang perikanan.

Alat tangkap yang ramah lingkungan yang diperbolehkan untuk
menangkap ikan yaitu jaring lingkar, penggaruk, jaring angkat, alat yang
dijatuhkan, jaring ingsangpenangkap pancing dan alat pencepit dan
melukai dengan dasar hukum PERMEN kelautan dan perikanan No 2
tahun 2015. Alat tangkap yang tidak boleh dipergunakan nelayan untuk
menangkap ikan yaitu jenis pukat hela dan pukat tarik dengan dasar
hukum yaitu PERMEN Kelautan dan Perikanan No 2 tahun 2015.

Alat tangkap dogol/atau cantrang yang dipakai oleh KM Sumber
Utama termasuk pukat tarik yang dilarang. Jaring dogol tersebut bersifat
aktif dioperasiakn dengan jarinh memakai tali ris atas yang panjangnya

lebih 40 meter dilakukan didasar perairan. Umumnya digunakan untuk
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mrnangkap ikan demersal karena menggunakan pemberat kemudian
jaring ditarik dengan gardan sehingga merusak biota laut.

Saksi menerangkan kapal 5 GT kebawah yang tidak wajib
SIUP,SIPI cukup dengan bukti pencatatan kapal dari dinas perikanan
kelautan Kabupaten (pasal 1 angka 11 UU 45/2009 perubahan atas UU
31/204 tentang perikanan). Sedangkan kapal ditas 5 GT wajib memiliki
SIUP (pasal 26 UU 31/2004) . SIPI (pasal 27 UU 31/2004) tentang
perikanan, kapal perikanna yang akan berllayar dari pelabuhan perikanan
wajib memilii surat ijin berlayar (SIB) kapal perikanna yang dikeluarkan
syahbandar (pasal 42 UU 31/2004) dan untuk (pasal 43/2004) setiap
kapal perikanan wajib memiliki SLO, SIB dikeluarkan syahbandar
setelah kapal perikanna mendapatkan SLO.

. Keterangan Terdakwa

Terdakwa Rasbun bin Tarnya memberikan keterangan pada
pokoknya bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
serta bersedia untuk di periksa dan didengar keteranganya. Terdakwa
adalah nahkoda kapal KM sumber utama yang ditangkap polisi perairan
Karawang di perairan Cilamaya.

Kapal terdakwa awalnya berangkat dari Bataang Brebes pada
hari Selasa tanggal 09 Februari sekitar pukul 09.00 WIB dengan tujuan
untuk melakukan penangkapan ikan dilaut dengan menggunakan alat
tangkap ikan jenis dogol/cantrang sebanyak dua unit, namun pada

tanggal 16 februari 2016 sekira pukul 10.00 WIB pada saat kapal sumber
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utama sedang mengangkat jaring tiba-tiba datang kapal patroli polisi
kemudian dilakukan pemeriksaan dan ditangkap dii sekitar wilayah
peairan laut Cilamaya Karawang pada koordinat 06°10°218LS dan
107°37°381BT.

Pada saat ditangkap terdakwa tidak memiliki dokumen kapal
yang seharusnya ada diatas kapal berukuran 6 GT sepetti SIUP, SIPI dan
dokumen lainya. Pada saat ditangkap terdakwa sedang melakukan
penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan jenis jaring
dogol. Terdakwa diperintahka oleh pemilik kapal untuk menangkap
iakan dengan alat penangkap ikan dogol dan tidak mempunyai alat
penangkapan ikan yang lain. Terdakwa tidak mengetahui kalau alat
penangkap iakan dogol /cantrang dilarang oleh pemerintah. terdakwa
sebagai nahkoda KM Sumber Utama mempunyai tugas dan tanggung
jawabnay yaitu membawa kapal, menjaga keselamatan kapal beserta
anak buah kapal (ABK), memeriksa dokumen.

Cara pengoprasian apabila kapal sudah berada diarea
penangkapan, mesin dalam keadaan hidup dan posisi kapal berjalan
pelan sambil membuang tambang sejauh 80 meter, kemudian tambang
tersebut adiikatkan ke ujung jaring yang sudah ada pemberat seberat 1
kg dan pelampung sudah terpasang dijaring bagian atas selanjutnya
jaring diturunkan kelaut, kemudian diujung jaring diikatkan kembali ke
tambang satunya dan dibuang sejauh 10 meter sampai ketemu titik awal

pembuangan tambang, selanjutnya tambnag tersebut ditarik dengan
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menggunakan mesin gardan sebelah kanan dan kiri serta kapal berjalan
dengan kecepatan 9 knot selam 3 menit setelah itu jaring diangkat oleh
ABK dan hasilnya dimasukan kedalam peti tempat penyimapanan ikan.

Hasil tangkapan yang didapat pada saat patroli polisi sebanyak
kurang_lebih_20 kg berupa ikan-ikan campur. Pekerjaan sebagai nelayan
merupakan mata pencaharian satu-satunay bagi terdakwa, yang dalm
memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangganya dibantu istrinya yang
bekerja sebagai buruh tani.

Adapaun barang bukti yang di ajukan dipersidangan yaitu: satu
unit kapal sumber utama yang terbuat dari kayu berukuran 6 GT, satu
lembar pas kecil atas nama kapal KM sumber utama yang dikeluarkan
dipemalang, satu lembar surat keterangan kecakapan 60 mil atas nama
Rasbun, dua unit jaring jenis dogol, dan sepuluh gulung tambang
panjang 80 Meter.?

Jadi kesimpulan dari isi pokok dan permasalahan dari keterangan
saksi serta keterangan terdakwa dapat disimpulkan bahwa terdakwa di ajukan
dalam persidangan oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan altwrnatif,
yaitu telah melakukan pelanggaran mengoprasikan kapal yang berukuran lebih
dari 5 GT tanpa mempunyai SIPI, dan menggunakan alat penangkap ikan yang

dilarang yaitu berupa jaring dogol.

% Ibid.hal. 12.
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B. Landasan Hukum Hakim dalam Direktori Putusan Nomor 2/Pid.Sus-
Perikanan/2016/PN.Jkt dalam Menyelesaikan Kasus Penangkapan Ikan dengan
Jaring Dogol

Berdasarkan uraian tersebut, maka landasan hukum yang digunakan
oleh Majlis Hakim dalam direktori putusan nomor 2/Pid.Sus-
Perikanan/2016/PN.Jkt dalam menyelesaikan kasus penangkapan ikan dengan

jaring dogol adalah sebagai berikut:

Setelah mendengarkan keternagan saksi-saksi, saksi ahli, keterangan
terdakwa dan melihat alat bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan
selanjutnya majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terkait terdakwa
yang diajukan oleh jaksa/penuntut umum ke muka pengadilan dengan
dakwaan alternatif, maka majelis Hakim akan memilih yang paling sesuai
dengan fakta-fakta hukum tersebut yakni dakwaan kedua yaitu pasal 85 jo
pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan
atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan yang unsur-

unsurnya adalah sebagai berikut:*

1. Unsur setiap orang
Setiap orang mengandung arti orang atau siapa saja sebagai
subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas
tindak pidana yang dilakukan.® Oleh karena itu unsur setiap meliputi

seseorang baik warga Negara Indonesia atau warga Negara asing selaku

4 1bid. hal. 13.
% Ibid. hal. 13.
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pribadi atau beberapa orang dan korporasi/badan hukum Indonesia/asing
yang me;akukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan
Republik Indonesia dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatanya
menurut hukum pidana Indonesia.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa telah
membenarkan identitasnya sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan
Jaksa/Penuntut Umum, tentang kebenaran identitas terdakwa tersebut juga
telah dibenarkan oleh saksi-saksi di persidangan. Sehimgga Majelis hakim
berpendapat bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak
terjadi kesalahantentang orang yang didududkan sebagai terdakwa. Dengan
demikian setiap orang dalam hal ini adalah terdakwa yang bernama Rasbun
bin Tarnya.

. Unsur dengan sengaja menggunakan alat tangkap dan/atau alat bantu
penagkapan ikan yang menggangu dan merusak keberlanjutan sumber daya

ikan dikapal penangkap ikan.

Mengenai definisi unsur dengan sengaja menggunakan alat
tangkap dan/atau alat bantu penagkapan ikan yang menggangu dan
merusak keberlanjutan sumber daya ikan dikapal penangkap ikan tidak di
jelaskan dengan tegas dalam Undang—Undang RI Nomor 45 tahun 2009
tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang
perikanan, Namun berdasar peratuaran Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor 2/PERMEN-KP/2015, tentang larangan penggunaan alat penangkap

ikan Pukat Hela (frawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di wilayah
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pengelolaan Negara Republik Indonesia, penggunaan alat penangkap ikan
jenis dogol/cantrang termasuk dalam jenis alat tangkap yang dilarang
digunakan di wilayah pengelolaan perikanan republik Indonesia, yang

diatur dalam peraturan Menteri kelautan dan Perikanan tersebut.

3. Unsur diwilayah pengelolaan perikanan Indonesia

Wilayah  perairan Cilamaya Karawang termasuk Wilayah
Pengeloalaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) menurut
ketentuan pasal 5 ayat (1) UU RI Nomor. 31 Tahun 2004 tentang perikanan
sebgaimana yang telah di rubah dengan Undang-Undang RI Nomor 45
tahun 2009. Wilayah Pengeloalaan Perikanan Negara Republik Indonesia

(WPPNRI) menurut ketentuan tersebut meliputi:

a. Perairan Indonesia
b. Zona Ekonomi Eklusif Indonesia (ZEEI)
c. Sungai, danau rawa dan genangan air lainya yang potensial di wilayah
Republik Indonesia.
Sebelum menjatukan hukuman hakim juga mempertimbangkan hal-hal

yang memberatkan dan meringakan terhadap terdakwa, yitu sebagai berikut:

Keadaan ynag memberatkan:

1) perbuatan terdakwa menggangu dan merusak keberlanjutan sumber

daya ikan.

® Ibid. hal. 15.
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2) Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi pembagunan

kelautan dan perikanan serta nelayan setempat.

Keadaan ynag meringankan

1) Terdakwa mengakui perbuatanya dan menyesalinya.
2) Terdakwa mencari nafkah sebagai nelayan, yang merupakan mata
pencaharian satu-satunya bagi terdakwa.
3) Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatanya.
C. Amar Putusan
Mengingat pasal 85 jo pasal 9 ayat (1) undang-undang republik

Indonesia nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang

Republik Indonesia nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, serta peraturan

perundang-undangan lain yang berkaitan denagn perkara ini majlis hakim

memutuskan:’

1. Menyatakan terdakwa yaitu Rasbunbin Tarnya telah terbukti secara sah
dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘“dengan sengaja
menggunakan alat penangkapan ikan yang menggangu dan merusak
keberlanjutan sumber daya ikan dikapal penangkap ikan diwilayah
penggelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Rabun bin Tarnya oleh karena itu
dengan penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah

Rp.5000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila apabila

" Ibid. hal. 17.
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pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama
1 (satu) bulan.

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana penjara yang telah dijalani terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana penjara yang telah dijatuhkan.

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5. Menetapkan barang bukti berupa:® 1 (satu) unit kapal KM. Sumber Utama
terbuat dari kayu warna hijau daun lis tengah kuning merah hijau mesin
Yanmar TF 3 PK GT 6 (enam). 1 (satu) lembar pas kecil atas nama kapal
KM. Sumber Utama yang dikeluarkan di pemalang. Di kembalikan kepada
yang berhak yaitu saudara Walikrom (pemilik yayasan panti asuhan putra
muslimah) melalui terdakwa Rasbun bin Tarnya.l (satu) lembar surat
keterangan kecakapan (60 Mil) Atas nama Rasbun. Dikembalikan kepada
terdakwa Rasbun bin Tarnya. 2 (dua) unit jaring dogol dan 10 (sepuluh)
gulung tambang. Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majlis Hakim Pengadilan
Perikanan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari senin tanggal
18 April 2016 oleh kami Supeno, SH. M. Hum sebagai ketua majelis
dengan Hj. Sumihati, SH. dan Dra. Niniek Suwarni, masing-masing

sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang

¢ Ibid. hal. 17.
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terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh hakim ketua
majelis dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh
Parmin S.H, panitera pengganti pengadilan perikanan pada pengadilan
Negeri Jakarta Utara dan dihadiri oleh Lia Pratiwi, SH. MH, penuntut
umum pada Kejaksaan Negeri Karawang, terdakwa dan penasihat

hukumnya.



